BAB IV

PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Data Pokok Peserta Didik dan Teknologi Informatika (UPTD DAPODIK dan
T1) Dinas Pendidikan Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu

sebagai berikut :

1. Implementasi atau penerapan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap
sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang sudah
diterbitkan, akan tetapi realisasinya sangat berbanding terbalik dengan fakta
yang terjadi dilapangan, sehingga peraturan ini belum terealisasi dengan baik.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang
Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di
Kota Padang adalah permasalahan pemerataan. Bahwa jumlah SMP Negeri
yang ada di Kota Padang hanya sebanyak 43 (empat puluh tiga) sedangkan
jumlah kelurahan yang ada di Kota Padang sebanyak 104 (seratus empat)
bahkan jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Padang sebanyak
409 (empat ratus sembilan) hal ini jelas tidak menimbulkan pro dan kontra
ditengah masyarakat akibat ketidakpemerataan jumlah daya tampung
pendidikan tingkat SMP Negeri dengan jumlah kelurahan maupun SD Negeri

yang ada untuk menampung calon siswa dan siswi tersebut.
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3. Sistem zonasi PPDB ini diambil berdasarkan jarak terdekat berdasarkan
domisili tempat tinggal dan kelurahan, bahkan bisa mengaitkan kelurahan
tetangga. Hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan jelas yang mengacu
berapa jarak antara domisili dengan sekolah, faktor jarak yang terdekat
tersebut ditentukan oleh sistem PPDB Online, dan siapa yang paling dekat itu
pemenangnya atau dalam artian kata berhasil masuk ke sekolah yang mereka
inginkan. Adapun beberapa upaya untuk menambah jumlah sekolah ataupun
kapasitas terhadap sekolah yang telah ada di Kota Padang. Akan tetapi
Pemerintah Kota Padang kesulitan dalam perihal mencari lahan, adapun lahan
hibah itu sangat sulit mengurus sertifikatnya, serta lahan yang dibutuhkan

pemerintah adalah lahan yang bersetifikat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, amak penulis memberikan
saran kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang

terhadap sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di

Kota Padang, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dalam proses
pelaksanaanya Pemerintah perlu melakukan Peninjauan Kembali terhadap
pengrealisasian kebijakan ini, karena segala sistem yang tercantum didalam
kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaanya di lapangan.

2. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kembali kepada masyarakat Kota

Padang mengenai kebijakan atau peraturan tersebut sekaligus memperbaiki
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peraturan tersebut sesuai dengan fakta dilapangan agar tidak menimbulkan
polemik ditengah masyarakat Kota Padang.

. Ketika peraturan atau kebijakan ini diberlakukan atau dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Padang, Pemerintah harus segera mempercepat baik itu dari
segi pencarian lahan dan pembangunan SMP Negeri yang tidak merata jika
dilihat dari sudut pandang jumlah SD Negeri dan Kelurahan di Kota Padang
dengan jumlah SMP Negeri yang tidak mencapai 50% (lima puluh persen)
keberadaannya disetiap kelurah di Kota Padang, agar pelaksanaan pada
peraturan ini dapat terealisasi dengan baik.

. Pemerintah harus lebih selektif dalam menerbitkan atau melaksanakan
sebuah peraturan atau kebijakan yang dikelurkannya, karena faktor
ketidakadanya pemerataan jumlah SMP Negeri dengan jumlah kelurahan dan
SD Negeri di Kota Padang membuat pro dan kontra ditengah masyarakat.
Dalam artian pemerintah harus menimbang dulu sebelum mengeluarkan
peraturan tersebut, apakah sudah cocok aturan ini dilaksanakan di Kota
Padang yang mana dari segi Pengdaya tampungan jumlah sekolah yang belum

memadai.
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